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Dan di atas setiap orang yang berpengetabuan ada yang lebih mengetabui.

(QS. Yisuf [12]: 76)t
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3 Zal Z zet dengan titik di atas
J Ra R er
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ua Sad < es dengan titik di bawah
a Dad D de dengan titik di bawah
5 Ta T te dengan titik di bawah
B Za Z zet dengan titik di bawah
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4 Ghain G ge
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P ki
P Qaf Q
J Kaf K ka
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O Nun N en
R Wau W we
i Ha H ha
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g Ya’ Y ye
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33 Ditulis ‘Iddah
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Al Ditulis “Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki
lafal aslinya).

5. Transliterasi a’ marbutah bila hidup ditulis “t”

3 giall Aipall Ditulis al-Madinatul Munawwarah
il 318 Ditulis Zakatul Fitri
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3 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”
LdgWia S Ditulis Karamah al-Auliya’
hill 385 Ditulis ' Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

» fathah Ditulis a
Jad Ditulis Fa‘ala
S kasrah Ditulis ‘3
P Ditulis Zukira
) dammah Ditulis u
Al Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis a
Llala Ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati Ditulis a
i Ditulis Tansa
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Uy b Ditulis Furud
F. Vokal Rangkap
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2 Fathah + wawu mati Ditulis aw
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
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G Ditulis U‘iddat
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H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan
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1. Penulisan Huruf Kapital
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huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf
kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Jguy Y 2aaalay Ditulis Wa ma Muhammadun
illa Rasul
Oaaal gl Ditulis Abu al-Husain

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

Uil g8 Ditulis Zawi al-Furod
Rl i | Ditulis Abl al-Sunnah

g
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ABSTRAK

Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI adalah sebuah
tafsir yang cukup unik. Selain distisun oleh sekelompok intelektual akademis yang
memiliki pandangan beragam, tafsir ini juga digagas oleh pemerintah Orde Baru
pimpinan Soeharto. Tujuan tafsir ini adalah menggali nilai-nilai agama sebagai
modal untuk menciptakan masyarakat sosialistis-religius sebagaimana tertuang
dalam Pancasila. Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang maju, Soeharto
juga mendasarkannya pada Demokrasi Pancasila. Di lain pihak, wacana
demokrasi masih mendapat pertentangan keras dari beberapa intelektual Muslim.
Sejauh mana Tafsir Depag mengelaborasi wacana demokrasi dalam
penafsirannya, bagaimana peran pemerintah dalam memengaruhi konstruksi
wacana demokrasi Tafsir Depag, serta bagaimana arah dan gerak Tafsir Depag di
hadapan penguasa? Penelusuran terhadap permasalahan tersebut bertumpu pada
beberapa nilai demokrasi, yakni keadilan (a/- ‘adalah), persamaan (al-musawah),
kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (al/-syura). dan pertanggungjawaban (al-
mas uliyyah).

Kajian ini bersifat library research yang didasarkan pada Al-Qur'an dan
Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI sebagai sumber data primer serta
Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi karya Islah
Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru" karya Indal Abror dalam ESENSIA
Vol. 4, No. 1, Januari 2003, dan beberapa karya terkait sebagai sumber data
sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.
Adapun untuk mengolah data digunakan metode analisis wacana model Teun A.
van Dijk yang diletakkan dalam kerangka pendekatan hermeneutis.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketika menafsirkan beberapa ayat
yang menjadi landasan prinsip-prinsip demokrasi, Tafsir Depag tidak sedikit pun
menyebutkan istilah demokrasi. Tafsir Depag hanya menjelaskan gagasan utama
prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menggambarkan demokrasi, Tafsir Depag
berkesimpulan bahwa keadilan, persamaan, kebebasan, musyawarah, dan
pertanggungjawaban harus diletakkan dalam kerangka melaksanakan amanat
dengan baik, memberikan persaksian dengan jujur, tidak ada perbedaan di antara
manusia, kebebasan dalam memeluk agama dan berbuat sekehendak hati,
musyawarah dalam segala urusan dan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta
pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan harta anak yatim dan komitmen
terhadap janji. Pandangan Tafsir Depag terhadap beberapa prinsip demokrasi ini
memiliki relasi dengan pemerintah Orde Baru sebagai penggagas tafsir.
Implikasinya, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi,
Tafsir Depag cenderung fext oriented, tidak ada upaya kontekstualisasi atau pem-
“humi”-an terhadap kondisi sosio-historis pembacanya. Maka, Tafsir Depag
adalah karya tafsir yang bersikap diam di tengah penindasan wacana terselubung
yang dilakukan oleh penguasa ketika tafsir ini muncul.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah sa.tu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual Muslim
adalah demokrasi. Wacana ini muncul pertama kali pada abad ke-5 M sebagai
respons atas pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota
Yunani kuno. Namun, ide-ide demokrasi mociem baru berkembang pada abad ke-
16 M. Selanjutnya, ketika Barat bangkit dengan kekuatan teknologi, ilmu
pengetahuan, dan militer, mereka berusaha memaksakan hasil peradaban mereka
kepada negara-negara jajahannya, termasuk negara-negara Islam. Salah satu hasil
peradaban Barat tersebut adalah demokrasi.'

Sebenarnya, wacana demokrasi lahir sebagai akibat dari berkembangnya
modernisme. Sebagai sebuah gerakan, modernisme muncul pertama kali di Eropa
yang ditandai oleh hilangnya lembaga-lembaga politik warisan Abad
Pertengahan. Dengan berintikan pada pandangan dunia, weltanschauung, gerakan
ini berorientasi pada kemajuan dan berupaya agar bisa keluar dari era kegelapan
Abad Pertengahan. Dari gerakan ini, lahirlah pemikiran-pemikiran baru, seperti
sistem ekonomi kapitalis, konsep negara bangsa, sekularisme, imperialisme-
kolonialisme, nasionalisme, dan kedaulatan rakyat, termasuk demokrasi.’

Kontroversi di seputar demokrasi bermula dari perdebatan kalangan

intelektual Muslim terhadap gerakan modernisme dalam Islam. Menurut Fazlur

'M. Nur Kholis Setiawan, Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an
(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), him. 23-24.

2Ibid., him. 22-23.



Rahman, perkembangan modernisme dalam Islam dimulai sejak abad ke-19 M, di
mana kalangan modernis Islam memandang reformasi Islam sebagai suatu upaya
yang komprehensif untuk mengangkat Islam dari lembah kemunduran. Reformasi
tersebut berkaitan dengan isu-isu hukum masyarakat, politik, intelektual, moral,
dan spiritual.3 Namun, semangat modernisme Islam tersebut banyak mendapat
reaksi dari kalangan intelektual Muslim, khususnya dari kubu fundamentalis.
Salah satunya adalah Maryam Jameelah dan Abdul Qadir al-Sufi. Keduanya
berpendapat bahwa kaum modernis adalah golongan yang ingin membaratkan dan
menyekulerkan Islam.*

Demokrasi sebagai anak kandung modernisme, juga mendapat reaksi pro
dan kontra di kalangan intelektual Muslim. Kontroversi di seputar wacana
demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang
datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki
akar historis dan pandangan dunia (worldview) yang berbeda dengan dunia Islam.
Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan
substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an
dan Sunah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.’

Kontroversi tersebut mengundang perdebatan sengit di kalangan intelektual

Muslim. Perdebatan wacana antara Islam dan demokrasi sering dikaitkan dengan

3Fazlur Rahman, "Islamic Modernisme: Its Scope, Method, and Alternative”, dalam
International Journal Middle East, 1, (1970), him. 317, seperti dikutip oleh Kamaruzzaman, Relasi
Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis (Magelang: Indonesia Tera, 2001),
him. 16.

*Ibid., him. 17-18.

SAbdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani
Press,1996), him. 43.



wacana Islam dan politik.6 Perdebatan ini, sepanjang sejarah intelektual di dunia
Islam, tidak pernah mengenal titik henti. Sebab, jika dilihat dari dasar nilai dan
segi historisnya, Nabi Muhammad‘ sebagai pemegang otoritas doktrin Islam tidak
pernah merumuskan prinsip-prinsip pemerintahan atau politik Islam secara tegas.”
Maka, wacana tentang politik Islam sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad umat
Islam, dengan berpegang kepada seperangkat nilai etis Al-Qur'an dan hadis yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi
ke dalam beberapa kelompok. Pertama, mayoritas masyarakat Islam tidak
memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi

dalam perspektif kelompok ini* menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme,

STentang wacana Islam dan politik atau Islam dan ketatanegaraan, Munawwir Sjadzali
membaginya ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam
merupakan agama yang lengkap. Di samping mengatur urusan ibadah, Islam juga mengatur
masalah politik dan ketatanegaraan. Kelompok ini diwakili oleh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb,
M. Rasyid Ridha, dan Abdul A’la al-Maududi. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi
Muhammad diutus untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan
menjunjung tinggi budi pekerti luhur, bukan untuk mendirikan negara atau memimpin
pemerintahan. Kelompok ini memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Kelompok ini
diwakili oleh Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Ketiga, kelompok yang menolak pendapat
bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem politik atau
pemerintahan. Kelompok ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem politik, tetapi
hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara dan berpolitik. Kelompok ini
diwakili oleh Mohammad Husein Haikal. Lihat Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara:
Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 1-2.
Pembahasan komprehensif tentang masalah Islam dan politik bisa ditelaah dalam Antony Black,
Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini, terj. Abdullah Ali dan Mariana
Ariestyawati (Jakarta: Serambi, 2006), terutama Bab "Islam dan Barat: Abad Modernisme dan
Abad Fundamentalisme", hlm. 501-622.

"Lebih lanjut Munawwir Sjadzali menegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad wafat, beliau
tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa
pemimpin atau kepala negara mereka, tentang bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara
kepala negara dan rakyat, tentang batasan kekuasaan dan masa jabatan kepala negara, dan
sebagainya yang terkait dengan masalah politik atau pemerintahan. Lihat Munawwir Sjadzali,
Islam dan Tata Negara, him. 233.

®Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Deliar Noer, Ahmad Syafi’i
Ma’arif, Aswab Mahasin, dan Abdurrahman Wahid.



yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya, kehadiran
Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia.
Islam merupakan sebuah totalit;s sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang
dapat memecahkan semua masalah kehidupan. Kelompok ini ingin mendasarkan
seluruh kerangka kehidupannya, termasuk dalam urusan politik ataupun
demokrasi, pada ajaran Islam.’

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang
canggung antara Islam dan demokrasi, bahkan mereka mengatakan bahwa Islam
bertentangan dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam
perspektif kelompok ini'® menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut
kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia
Barat. Islam mempunyai konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang
dikenal dengan konsep syara Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas
antara konsep demokrasi Barat dengan konsep syura, walaupun keduanya sama-
sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.'"

Ketiga, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan

antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka

®Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais
(Jakarta: Teraju, 2005), him. 7-8.

1°%K elompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim yang tergabung dalam Hizbut Tahrir,
seperti Syaikh Ali Belhaj dan Abdul Qadim Zallum. Salah satu tokoh yang cukup vokal
menentang demokrasi adalah Abdul A’la al-Maududi. Al-Maududi sangat menentang konsep
kedaulatan rakyat a la demokrasi Barat. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kedaulatan mutlak
ada di tangan rakyat. Padahal menurut al-Maududi, walaupun rakyat punya wewenang untuk
menetapkan sebuah keputusan, tetapi keputusan tersebut tunduk di bawah kedaulatan Tuhan.
Dalam istilah al-Maududi disebut theo-democracy. Lihat M. Amien Rais, “Kata Pengantar”, dalam
Abul A’la al-Maududi, Khilafah dar: Kergiaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam,
terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), him. 23-24. -

"dris Thaha, Demokrasi Religius, him. 8-9.



tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam
dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang
berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi.
Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif ke}ompc;k {m'z :
menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini,
Islam memiliki nilai-nilai etis (l;aca: high cultur) yang berkaitan dan mendukung
demokrasi, seperti priﬁsip al-‘adalah, al-musawah, dan al-syura. Walaupun
prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat,
tetapi dalam penerapannya berbeda.'’

Implikasi dari semua perdebatan di seputar gagasan demokrasi tersebut
melahirkan perbedaan konsep penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Perdebatan ini melahirkan dua kubu yang saling bertolak belakang, yakni kubu
fundamentalis dan kubu modernis. Kubu fundamentalis, yang diwakili oleh Abul
A'la al-Mududi, berpandangan bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak
bisa dipisahkan satu sama lain. Al-Maududi berupaya menggali corak negara
yang diinginkan al-Qur'an, Sunah Nabi, praktik Khulafaur Rasyidin, dan konvensi
para ulama. Al-Maududi tidak melirik sedikit pun pada sistem kenegaraan yang
berkembang di Barat. Sementara itu, kubu modernis terbagi menjadi dua
golongan, yakni modernis sekuler dan modernis religius. Golongan modernis
sekuler mencoba memisahkan antara Islam dan negara. Adapun golongan

modernis religius, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Natsir, mencoba

Intelektual Muslim yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Bachtiar Effendy, M.
Amien Rais, dan Nurcholish Majdid.

31dris Thaha, Demokrasi Religius, him. 9-10. Lihat juga catatan kaki nomor 27 dalam buku
ini.



mengintegrasikan Islam dan negara dengan mencontoh sistem kenegaraan yang
berkembang di Barat, termasuk demokrasi di dalamnya."*

Mengintegrasikan Islam dan negara, dalam hal ini demokrasi, inilah yang
ménjadi esensi daﬁ penelitian yang penulis lakukan. Titik penting pencliﬁan ini
adalah penelusuran lebih lanjut terhadap nilai-nilai normatif Islam yang menjadi
-'landasan etis dalam penyelenggaraan negara, lebih khusus lagi dalam pelaksanaan
demokrasi sebagai basis kehidupan l;crbangsa dan bernegara. Walaupun
demokrasi berasal dari peradaban Barat yang memiliki paradigma pemikiran yang
berbeda dengan umat Islam, tetapi demokrasi memiliki nilai etis yang sama
dengan Islam, seperti prinsip keadilan (a/- ‘adalah), persamaan (al-musawakh), dan
musyawarah (a/-syura). Pencarian landasan etis prinsip-prinsip demokrasi dalam
Al-Quran dan Sunah Nabi inilah yang menjadi agenda penting bagi kalangan
intelektual Muslim. Selanjutnya, landasan etis ini bisa dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya lewat saluran
objektivikasi terlebih dahulu.”

Penelusuran sintesis antara Islam dan demokrasi dalam penelitian ini akan
dilakukan terhadﬁp Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI.
Penelusuran ini akan dilihat melalui penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya terhadap
ayat-ayat yang bfrkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan (a/-

‘adalah), persamaan (a/-musawal), dan musyawarah (a/-syura).
|

“Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, him. 112.

SObjektivikasi adalah sebuah proses mengobjekkan norma Al-Qur'an ke dalam seperangkat
aturan yang bisa digunakan tidak hanya oleh kalangan Muslim, tetapi oleh non-Muslim sekalipun.
Dengan metode ini, beberapa norma Islam yang subjektif hanya untuk orang Islam menjadi
objektif dan bisa digunakan oleh non-Muslim. Singkatnya, objektivikasi adalah penerjemahan
nilai-nilai internal Islam ke dalam kategori-kategori objektif. Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu:
Epistemologi, Metodologi, dan Etika (Jakarta: Teraju, 2004), him. 64.



Al-Qur'an dan Tafsirnya yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah
satu Proyek Pemerintah dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) di Bidang
Keagamaan.“’ Proyek ini mulai dilaksanakan pada tahun 1972. Sebagaimana
diungkapkan Presiden Soeharto dalam sambutan atas terbitnya tafsir ini, bahwa
upaya penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an bertujuan untuk menggali nilai-
nilai agama sebagai modal dalam menciptakan masyarakat sosialistis-religius
yang merupakan cita<cita negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
Pancasila sebagai falsafah negara.17

Selama penyelenggaraan proyek ini, dua Surat Keputusan telah mengawal
operasionalisasinya. Di samping mengeluarkan SK Menteri Agama Republik
Indonesia No. 90 Tahun 1972 tentang pembentukan Dewan Penyelenggara
Penafsir Al-Qur'an, pemerintah juga mengeluarkan SK Menteri Agama Republik
Indonesia No. 30 Tahun 1980 untuk menyempurnakan SK sebelumnya dalam
rangka mengganti anggota tim yang telah uzur dan meninggal dunia.'®

Kalau melihat latar historis ketika tafsir ini disusun, yaitu tahun 1972, masa
ini merupakan masa-masa penguatan struktur kekuasaan Orde Baru. Masa ini

dimulai pada tahun 1970, ketika legitimasi “dwifungsi ABRI” di bidang

"proyek ini di-back-up oleh Departemen Agama Rl. Selain menerbitkan Al-Qur'an dan
Tafsirnya, Departemen Agama RI juga menerbitkan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan
Terjemahnya, serta Juz 'Amma dan Terjemahnya. Lihat Departemen Agama R, Mukadimah Al-
Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1991), hlm. xiii.

" Ibid , him. xi.
% 1bid , him. xv.



pertahanan, keamanan, politik, dan sosial kemasyarakatan mulai dilakukan
;:nemerintah.'9

Di bidang politik misalny;, pemerintah melakukan upaya penyederhanaan
partai politik peserta pemilu pada tahun 1973, yang pada waktu itu hanya ada tiga
partai peserta pemilu saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan
Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan upaya ini,
pemerintah lewat Golkar-nya, berhasil melakukan penguatan struktur kekuasaan
dengan terencana dan halus.2’ Selain di bidang politik, masih banyak lagi upaya-
upaya penguatan struktur pemerintah Orde Baru lainnya, baik di bidang
pendidikan, sosial, maupun di bidang keagamaan.

Dari latar belakang inilah AI-Qur'an dan Tafsirnya menjadi objek kajian
yang menarik. Sebab, selain ide penulisan Tafsir Depag berasal dari pemerintah
Orde Baru sebagai bagian dari proyek pembangunan di bidang keagamaan,
penyusunan tafsir ini pun dikendalikan langsung oleh sebuah institusi di bawah
birokrasi negara, yakni Departemen Agama. Selain itu, faktor yang paling
menarik dari Tafsir Depag adalah tujuan mulia di balik penyusunannya, yakni
menggali nilai-nilai agama sebagai modal dalam menciptakan masyarakat
sosialistis-religius yang merupakan cita-cita negara Indonesia, sebagaimana
tertuang dalam Pancasila sebagai falsafah negara.

Di sinilah aspek penting penelitian ini, apalagi jika dikaitkan dengan tema

demokrasi. Sebagai penegasan, sisi menarik dan penting dari penelitian ini adalah

¥Dody S. Truna, “Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1966-1990”, dalam Dody S.
Truna dan Ismatu Ropi (peny.), Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum,
dan Pendidikan (Jakarta: Logos, 2002), him. 199.

®1pid., him. 201-202.



ketika mengorelasikan antara konstruk penafsiran yang dibangun oleh Tim
Departemen Agama RI dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, khususnya yang berkaitan
dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan upaya pemerintah Orde Baru dalam
memperkokoh kekuasaannya. Tesis yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo di
bawah ini bisa menjadi pendukung esensi penelitian ini.
Perjumpaan Islam—sebagai sebuah ideologi sosial yang menderivasikan
teori dan paradigma liberatif-nya ke arah transformasi sosial yang egaliter,
humanis, dan emansipatoris—dengan berbagai dimensi kepentingan sosial-
kemasyarakatan, tatanan ekonomi, struktur kekuasaan, dan ideologi sosial-

politik yang cenderung hegemonik seringkali menjadi persoalan yang cukup
komplek dan problermltis.”‘l

Dengan demikian, berbagai upaya untuk mengurai sekat-sekat kepentingan
dan idiologis dalam sebuah karya tafsir menjadi suatu keharusan dalam rangka
melihat genuinitas pesan moral Al-Qur'an. Sebab, kelahiran sebuah karya tafsir
tidak bisa dilepaskan dari agregasi berbagai kepentingan yang berkait-berkelindan
di dalamnya.

Selanjutnya, penelitian ini hanya akan difokuskan pada penafsiran Al-Qur'an
dan Tafsirnya terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi. Pembahasan
tentang demokrasi dalam tafsir ini hanya akan dibatasi pada beberapa prinsip inti
dalam demokrasi; yaitu keadilan (al-‘adalah), Q.S. al-Nisa’ [4]: 58 dan 135, Q.S.
al-Ma’idah [5): 8; persamaan ( al-musawal), Q.S. al-Hujurat [49]: 13;
kemerdekaan (al-hurriyyah), Q.S. al-Bagarah [2]: 256, Q.S. al-Taubah [9]: 105,

Q.S. Yunus [10]: 99; musyawarah (al-syurd), Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, Q.S. al-

2K untowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1998), him.
337.



Syura [42]: 38; dan pertanggungjawaban (al-mas ‘uliyyah), Q.S. al-Isra’ [17]: 34,
Q.S. al-Ahzab [33]: 15.”

Dari sinilah penelitian ini akan diawali, untuk kemudian melihat bagaimana
konstruk penafsiran yang dibangun oleh Tim Departemen Agama RI dalam
tafsimya ketika membicarakan prinsip-prinsip demokrasi, serta melacak
keterkaitannya dengan kepentingan atau hidden agend yang diusung oleh

pemerintah Orde Baru.

B. Rumusan Masalah
Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok
permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:
1. Bagaimana inti penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Kkarya Tim
Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip

demokrasi?

2Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Katalis
kerja sama dengan Republika, 2004), him. 80-103. Lihat juga Abdul Mustaqim, "Mendialogkan
Islam dan Demokrasi: Persimpangan Daktrin dan Implementasi”, dalam Jurnal Studi Islam
Profetika, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, him. 203- 210. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang
dirumuskan dalam dua karya ini akan dijadikan sebayai kerangka teori untuk melihat
penafsirannya dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI, dengan
mengorelasikannya dengan beberapa pendapat dari intelektual lainnya. Di antaranya Nurcholish
Madjid, Bachtiar Effendy, dan Abdurrahman Wahid. Lihat Nurcholish Madjid, "Beberapa
Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi”, dalam Bernard Lewis, ef. al., Islam Liberalisme
Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, terj. Mun’im A.
Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), him. 293-297; Bachtiar Effendy, "Islam, Demokrasi, dan HAM:
Problema Doktrin dan Implementasi”, dalam Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesaniren dan
Demokrasi (Yogyakarta: LKiS, 2000), him. 29; dan Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Milai-nilai
Demokrasi”, dalam Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.), Agama, Demokrasi, dan
Transformasi Sosial (Yogyakarta: LPSM, 1986), him. 89-90. Di samping itu, perlu diperhatikan
juga rumusan Nahdlatul Ulama dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri Jawa Timur pada
21-27 November 1999, ketika membahas respons Islam terhadap demokrasi. Lihat Imam Ghazali
Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), Ahkamul Fugoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas, Mubes, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M) (Surabaya:
Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama, 2005), him. 641.
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2. Bagaimana relasi antara kekuasaan dan proses produksi makna dalam

penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama Rl
terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi?
Bagaimana arah dan gerak tafsir yang dianut oleh Tim Departemen Agama

RI ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui inti penafsiran A/-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim

L.

Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip
demokrasi.
Untuk melacak relasi antara kekuasaan dan proses produksi makna dalam
penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI
terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.
Untuk mengungkap arah dan gerak tafsir yang dianut oleh Tim
Departemen Agama RI ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-
prinsip demokrasi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
Memberikan pandangan kepada para pengkaji I[lmu Tafsir bahwa
kemunculan suatu produk tafsir tidak kosong dari pengaruh historis yang
melatarbelakangi kelahiran produk tersebut. Pengaruh tersebut berupa
tunggangan kepentingan dan ideologi tertentu yang diusung oleh para

aktor intelektual di balik penulisan dan kelahiran sebuah karya.
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2+ Memberikan kontribusi pada khazanah Ilmu Tafsir dalam rangka
pengembangan wilayah kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia, dengan
menggunakan analisis wacana. Karena pada kenyataannya, kajian tafsir
Al-Quran yang dilakukan selama ini hanya sebatas pengungkapan aspek

luarnya saja, jarang yang mencoba menyentuh aspek dalam.”

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang menjadikan 4/-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen
Agama RI sebagai objek kajian bukanlah hal baru di dunia akademik di tanah air.
Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang mencoba mengelaborasi tafsir
ini.

Howard M. Federspiel, seorang profesor di Institut Studi-studi Islam
Universitas McGill Montreal Kanada, yang juga sebagai profesor Ilmu Politik di
Universitas Negara Bagian Ohio Amerika Serikat. dalam karyanya Popular
Indonesian Literature of the Qur'an.”* pernah mengkaji tafsir ini. Karena kajian
yang dilakukan oleh Federspiel ini sangat luas, tidak hanya literatur tafsir saja.
tetapi semua literatur yang berkaitan dengan Al-Qur'an secara umum, maka kajian
yang dilakukannya tidak mendalam. Dalam penelitiannya terhadap tafsir karya
Tim Departemen Agama RI, Federspiel menjelaskan bahwa tafsir ini merupakan

bagian dari proyek Pemerintah Orde Baru di bawah koordinasi Departemen

»Aspek luar di sini maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan deskripsi makna dan
elaborasi metodologi sebuah karya tafsir. Adapun aspek dalam maksudnya adalah hal yang
berkaitan dengan episteme yang diusung oleh seorang mufasir lewat karya tafsirnya, atau lebih
jauh lagi hal yang berkaitan dengan episteme atau sistem pengetahuan yang melingkupi kondisi
historis seorang mufasir dan yang memengaruhi pola pikir seorang mufasir.

¥Untuk edisi Indonesia, lihat Kajian Al-Qur'an di Indonesia, terj. Tajul Arifin (Bandung:
Mizan, 1996).
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Agama dengan tujuan utama merencanakan dan menciptakan standar-standar
dalam pembuatan tafsir dan terjemahan lebih lanjut.”’

Selanjutnya, Federspiel jﬁga berhasil menyajikan fakta bahwa dalam tafsir
tersebut, ideologi kelompok "Muslim Nasionalis" sangat mewarnai penafsiran-
penafsiran dalam buku tafsir ini.’® Tetapi, argumentasi yang melatarbelakangi
pendapat ini kurang begitu kuat, karena Federspiel hanya menyaj ikan.satu contoh
penafsiran saja. Di samping itu, Federspiel juga tidak begitu jelas menyebutkan,
siapa yang dimaksud kelompok “Muslim Nasionalis".?’ Walau demikian, kajian
ini berhasil memotret sisi politis dari kelahiran tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya
karya Tim Departemen Agama RI. Selain penggagas utamanya adalah pemerintah
Orde Baru di bawah Departemen Agama RI dan menjadi bagian dari rencana
pembangunan pemerintah, sisi politis dari kelahiran tafsir Al-Qur'an dan
Tafsirnya adalah pembuatan tafsir ini didanai oleh pemerintah.28

Kajian serupa juga dilakukan oleh Islah Gusmian dalam Khazanah Tafsir
Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi.® Berbeda dengan Federspiel,
yang mengkaji Al-Qur'an dan Tt afsirnya dari sisi politis, Gusmian lebih menitik-

beratkan kajiannya pada wilayah metodologi penafsiran (sebagai aspek luar) dan

B1pid., him. 143-144.
%1pid,, him. 144-145.

2penulis berasumsi bahwa yang dimaksud dengan “Muslim Nasionalis™ adalah sekelompok
bangsa Indonesia dari luar dan dari dalam pemerintah yang menjadi bagian dari tim penulis. Lihat
Ibid., hlm. 144. Sementara itu, Indal Abror menawarkan dua opsi dalam memaknai “Muslim
Nasionalis”. Pertama, semua penduduk Indonesia yang beragama Islam atau para aktivis
organisasi keislaman. Kedua, Muslim nasionalis era 1900-1945 atau para anggota partai-partai
Islam masa demokrasi liberal (Masyumi, NU, PSII, dan Perti). Lihat Indal Abror, "Tafsir Al-
Qur'an Versi Orde Baru", dalam ESENSIA, Vol. 4, No. 1, Januari 2003, him. 25.

2oward M. Federspiel, Kajian Ai-Qur'an, hlm. 152.

M1slah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi (Jakarta:
Teraju, 2003).
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wilayah wacana serta kepentingan yang diusung di balik penulisan tafsir (sebagai
aspek dalam).’ 2

Dengan berbekal metode hermeneutika dan metode analisis wacana kritis,
Gusmian berhasil menyingkap pelbagai kepentingan yang diusung oleh 24 karya
tafsir di Indonesia dekade 1990-an, salah satunya adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya
karya Tim Departemen Agama Rl Edisi Revisi yang diterbitkan oleh Universitas
Islam Indonesia (UIl). Gusmian berkesimpulan bahwa sebuah karya, tak
terkecuali karya tafsir, bukanlah karya suci yang kedap kritik. Sebab, karya tafsir
dengan pelbagai bentuknya mengusung pelbagai kepentingan.’'

Walaupun Gusmian mengkaji tema “Tafsir di Tengah Rezim Orde Baru”,
Gusmian tidak memasukkan Al-Qur'an dan Tafsirnya di bawah tema ini. Tafsir
ini justru dimasukkan ke dalam tema “Tafsir di Tengah Keragaman Agama”. Dari
sisi ini, Gusmian berkesimpulan bahwa Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim
Departemen Agama RI sangat mendukung adanya kerjasama dengan non-Muslim.
Walaupun demikian, dalam kerjasama dengan non-Muslim tersebut, tafsir karya
Tim Departemen Agama RI ini memperingatkan sikap kehati-hatian.”? Terkait
dengan “Tafsir di Tengah Rezim Orde Baru”, Gusmian menyimpulkan bahwa
karya tafsir pada era ini memiliki tiga kecenderungan; yang melawan dan

mengkritik, yang bungkam, dan yang memuji.”’

*bid., him. 31.

' Ibid., hlm. 347.
2Ibid., hlm. 334-335.
¥ Ibid., him. 317-331.
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Kajian yang secara lebih spesifik mengkaji ideologi tafsir Orde Baru dalam
Al-Qur'an dan Tafsirnya karya,Tim Departemen Agama RI adalah yang dilakukan
oleh Indal Abror dalam tulisannya ﬁerjudul "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru".**
Dengan melakukan analisis historis terhadap karya tafsir ini dan analisis
kebahasaan terhadap pemakaian istilah “Muslim Nasionalis”, Indal Abror
menjelaskan, anggapan Howard M. Federspiel yang menyatakan bahwa tafsir Al-
Quran karya Tim Departemen Agama RI ini memuat pesan-pesan idiologis
pemerintah Orde Baru lewat Muslim Nasionalis yang berada di dalam dan di luar
sistem pemerintahan adalah analisis yang kurang tepat. Bahkan Indal Abror
menekankan, justru munculnya tafsir ini menunjukkan andil pemerintah Orde
Baru yang cukup berarti bagi umat Islam.”

Berikutnya adalah kajian yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab. Dalam
tulisannya berjudul "Pengamatan Sekilas terhadap Al-Qur'an dan T ajfw'mya“,36 M.
Quraish Shihab mencoba meneliti secara lebih komprehensif tafsir karya Tim
Departemen Agama RI. Penelitian yang dilakukan M. Quraish Shihab meliputi
aspek riwayat yang digunakan, ketelitian bahasa, rujukan yang dipakai, dan
aspek-aspek ilmiah yang dibahas dalam tafsir tersebut. Berdasarkan kajiannya, M.
Quraish Shihab menyimpulkan bahwa karya tafsir ini cukup baik, walaupun ada
beberapa kekurangan yang cukup mengganjal, seperti banyak pengulangan

riwayat-riwayat untuk memperjelas penafsiran yang cenderung menimbulkan

341ndal Abror, “Tafsir Al-Quran Versi Orde Baru", him. 17-28.
3 Ibid., him. 28.

36M. Quraish Shihab, "Pengamatan Sekilas terhadap Al-Qur'an dan Tafsirnya”, dalam M.
Quraish Shihab, Menabur Pesan llahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (.lakar’ta:
Lentera Hati, 2006), him. 313-332.
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ketidaklogisan penafsiran, terkadang penukilan riwayat tersebut tidak disertai
dengan penjelasan dari mana sumbernya, ketidaktelitian dalam hal
pengalihbahasaan atau penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ketidaktelitian
dalam penggunaan rujukan.

Selanjutnya, karya yang cukup mewakili penelitian tentang persinggungan
wacana antara Islam dan demokrasi adalah Islamo-Demokrasi: Pemikiran
Nurcholish Madjid karya Anas Urbaningrum.”’ Dalam penelitiannya,
Urbaningrum melakukan penelusuran historis dengan melakukan analisis terhadap
perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid, terutama yang berkaitan dengan
wacana demokrasi. Urbaningrum menyimpulkan bahwa pemikiran Nurcholish
Madjid menunjukkan adanya persentuhan antara Islam dan konsep-konsep
demokrasi. Menurut Urbaningrum, dengan melakukan analisis mendalam
terhadap nilai-nilai normatif Islam dan sejarah Islam klasik, Nurcholish Madjid
menyimpulkan bahwa sebenarnya ada persinggungan antara nilai-nilai Islam dan
konsep-konsep demokrasi. Dengan konsep Islamo-Demokrasi-nya, Madjid
menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi.

Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien
Rais karya Idris Thaha®® mencoba melihat persinggungan antara Islam dan
demokrasi dalam bingkai pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais.

Dengan melakukan analisis historis terhadap perkembangan demokratisasi di

7Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurchoiish Madjid (Jakarta: Katalis
kerja sama dengan Republika, 2004).

381dris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amr’er;
Rais (Jakarta: Teraju, 2005).
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Indonesia, Thaha mencoba melihat keterkaitan Islam dan demokrasi dalam
bingkai pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais.

Menurut Thaha, kedua tokoh ini mencoba mengenalkan kepada masyarakat
Indonesia konsep demokrasi yang memiliki visi, mengandung tanggung jawab
atas masa depan, dan menghargai serta memperjuangkan nilai-nilai agama.
Demokrasi yang dimaksud kedua tokoh ini adalah demokrasi yang dilandaskan
pada tauhid. Sebab tanpa tauhid, demokrasi tidak akan memiliki makna berarti
bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan Demokrasi Religius.

Dalam buku Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, terutama bab
"Gagasan tentang Pemerintah Demokrasi Agama" serta "Toleransi dan
Pemerintahan: Sebuah Wacana tentang Agama dan Demokrasi",*® Abdul Karim
Soroush mencoba mengenalkan konsep Demokrasi Agama. Menurut Soroush,
demokrasi harus bisa mengelaborasi antara kepuasan Sang Khaliq dan kepuasan
makhluk, yaitu dengan memadukan antara agama dan demokrasi, antara agama
dan nalar. Inilah titik pangkal yang valid dan formulasi yang benar bagi problem
perpaduan agama (baca: Islam) dan demokrasi.

Adapun buku yang berusaha menuntaskan perdebatan seputar Islam dan
demokrasi adalah Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan

Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global.** Buku yang ditulis oleh Bernard Lewis,

39abdul Karim Soroush, Menggugat Oforitas dan Tradisi Agama, terj. Abduilah Ali
(Bandung: Mizan, 2002).

“©pemard Lewis, ef. al., Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Wari:mn
Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, terj. Mun’im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002).
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dkk.*! ini mencoba menuntaskan perdebatan yang berkembang seputar Islam dan
demokrasi. Lebih jauh, buku ini menawarkan gagasan-gagasan kritis dan cerdas
dalam perspektif baru tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Kemudian,
perdebatan wacana dalam buku ini diorientasikan menuju pemahaman
komprehensif yang memungkinkan relasi positif antara Islam dan demokrasi
dalam format ideal.

Penelitian yang cukup komprehensif dalam menelaah beberapa
persinggungan makna antara Islam dan demokrasi, dalam bingkai intelektual
Muslim Indonesia, adalah karya Masykuri Abdillah yang berjudul Demokrasi di
Persimpangan Makna: Respons Intelektual Mouslim Indonesia terhadap Konsep
Demokrasi (1 966—1993).42 Masykuri Abdillah mencoba merangkum pandangan
beberapa intelektual Muslim Indonesia, di antaranya M. Amien Rais,
Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Ali Yafie, M.
Dawam Rahardjo, dan M. Tahir Azhary,” terhadap demokrasi. Abdillah
menyimpulkan bahwa sejumlah intelektual Muslim Indonesia tersebut
mendukung konsep demokrasi, dengan dua alasan; pertama, nilai-nilai demokrasi
sejalan dengan Islam,** dan kedua, sistem demokrasi merupakan cara yang tepat

untuk mengartikulasikan aspirasi Islam.*’

“penulis lain yang ikut urun-rembug dalam buku ini di antaranya Hassan Hanafi, John L.
Esposito, Robbert W. Hefner, Mohammed Abed al-Jabiri, Afan Gafar, dan Nurcholish Majdid.

“Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim
Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

3 Ibid.. hlm. x.

“Menurut intelektual Muslim Indonesia tersebut, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar tata
politik yang sejalan dengan demokrasi, di antaranya syura (musyawarah), a/- ‘adalah (keadilan), a/-
musawah (persamaan), dan ukhuwwah (persaudaraan). Lihat Ibid., him. 307.

*Ibid., him. 307-308.
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Kemudian, Abdul Mustagim dalam tulisannya "Mendialogkan Islam dan
Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi","'(J mencoba mengelaborasi
prinsip-prinsip dasar Islam dalam mengatur sistem pemerintahan Islam, lalu
membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam demokrasi.
Dengan melakukan penelusuran normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang
kemudian dibandingkan dengan  prinsip-prinsip demokrasi, Mustagim
menyimpulkan bahwa ada beberapa prinsip dasar Islam yang kompatibel dan
selaras dengan demokrasi. Tetapi, masalahnya terletak pada tataran implementasi
dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, Mustagim berpendapat
bahwa demokrasi bukan segala-galanya, karena demokrasi merupakan salah satu
hasil ijtihad politik manusia yang sarat dengan situasi dan kondisi yang
melingkupinya.

Senada dengan Abdul Mustagim, Khurshid Ahmad dalam "Islam and

Demokrasi: Some Conceptual and Contemporary Dimensions™*’

juga mencoba
membandingkan konsep demokrasi Barat dengan pilar-pilar normatif Islam yang
mengatur pemerintahan. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa walaupun
demokrasi lahir dan berkembang dalam konteks peradaban Barat, tetapi
selanjutnya konsep demokrasi berkembang dalam berbagai wajah, sesuai dengan

konteks peradaban yang mengembangkannya. Dalam konteks peradaban Islam,

konsep demokrasi berkembang dengan wajahnya tersendiri sesuai dengan moral

*Abdul Mustagim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan
Implementasi”, dalam Jurnal Studi Islam Profetika, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.

4"Khurshid Ahmad, "Islam and Demokrasi: Some Conceptual and Contemporary
Dimensions", dalam The Muslim World, Vol. 90, No. 1 & 2, Spring 2000.



Islam. Sebab secara normatif, Islam memberikan landasan moral dan landasan
ideologi terhadap wacana demokrasi yang berasal dari Barat tersebut.

Itulah beberapa penelitian yang mencoba melihat keterkaitan wacana antara
Islam dan demokrasi. Tentunya, semua penelitian yang telah dikemukakan di atas
tidak bisa meng-cover keseluruhan wacana yang berkembang di seputar Islam dan
demokrasi. Sebab, masih banyak penelitian serupa yang tidak bisa disebutkan
satu-persatu di sini.

Selanjutnya, penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh prinsip-prinsip
demokrasi dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama Rl.
Selain itli, penelitian ini juga akan menelusuri aspek wacana dan kepentingan
yang diemban oleh para aktor intelektual di balik penulisan tafsir ini, yang
memengaruhi konstruksi wacana demokrasi dalam tafsir tersebut. Penelitian ini
tidak hanya mengkaji aspek luar Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen
Agama RI ketika membicarakan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini juga
akan membongkar faktor-faktor historis (baca: aspek dalam) yang memengaruhi

tafsir tersebut ketika menjelaskan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah library research, penelitian kepustakaan, yaitu

penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti
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buku atau kitab yang berhubungan dengan topik pembahasan, sehingga dapat
diperoleh data-data yang jelas.”
2. .Sumber Data _

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber kepustaka@; primer dan
sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya karya
Tim Departemen Agama RL* Adapun data sekundernya adalah data dokumen
.tidak langsung yang menjelaskan data primer.*

Bahan penunjang ini bisa berupa karya-karya tentang khazanah tafsir Al-
Quran di Indonesia—khususnya pada era Orde Baru—atau karya-karya lain
tentang setting historis Islam di Indonesia pada era Orde Baru, baik berupa Kitab,
buku, ensiklopedi, maupun artikel di berbagai jurnal yang berkaitan secara
langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian ini. Misalnya, Popular
Indonesian Literature of the Qur'an karya Howard M. Federspiel, Khazanah
Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi karya Islah Gusmian,
"Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru" karya Indal Abror dalam ESENSIA Vol. 4,
No. 1, Januari 2003, dan Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual
Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi karya Masykuri Abdullah.

3. Metode Pengumpulan Data
Karena penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan),

maka data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode

**K artini, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: Bandar Maju, 1996), him. 33.

**Dalam penelitian ini akan menggunakan A/-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen
Agama RI Edisi Revisi Tahun 1990, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII).

K artini, Pengantar, him. 73.



22

dokumentasi. Metode ini diawali dengan pengumpulan beberapa referensi terkait
dengah tema yang diangkat. Setelah data terkumpul, baru dilakukan penelaahan,
pemilahan, dan pendokumentasian terhadap data-data yang _terkait dengan quek
pene.litian.v |
4. Metodc. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
wacaha. Analisis wacana biasa digunakan untuk membongkar teks media.
Analisis yang memakai perspektif kritis ini—sehingga biasa disebut dengan
analisis wacana kritis (Critical Discourse Amczlyuris/CDA)s !_dipakai untuk
membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa
yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif apa yang mesti dipakai, dan topik
apa yang dibicarakan.”> Dalam analisis ini, bahasa selalu terlibat dalam hubungan
kekuasaan. Singkatnya, analisis ini tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa
semata. Analisis ini juga selalu berhubungan dengan konteks di mana bahasa
berada. Dalam arti, konteks ketika bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik

tertentu, termasuk praktik kekuasaan.’

S\Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 2005),
him. 6-7.

S2pjlex Sobur menyebutkan beberapa karakteristik analisis wacana, di antaranya
memfokuskan pada pesan tersembunyi (latent) dan memfokuskan pada pertanyaan how,
bagaimana, dengan menganalisis struktur atau bangunan sebuah wacana. Lihat Alex Sobur,
Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis
Framing (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), him. 70-71.

$3Eriyanto, Analisis, hlm. 6-7.
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Karena banyaknya model analisis wacana yang diperkenalkan dan
dikembangkan oleh para ahli,>* maka perlu diambil salah satu model analisis
wacana. Dari sekian banyak model analisis wacana, model yang paling banyak
dipaicai adalah model Teun A. van Dijk (1998). Kc'.l.lapa model ini paling banyak
dipakai? Alex Sobur menjelaskan, karena model ini berusaha mengelaborasi
elemen-elemen wacana, sehingga _bisa aplikatif secara praktis.”

Model analisis van Dijk ini biasa di-Sebut model kognisi sosial. Istilah ini
sebenarnya diadopsi dari lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan
struktur dan proses terbentuknya suatu teks.”® Fokus analisis ini diarahkan pada
dua arti. Di satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks tersebut ketika
diproduksi oleh pemegang dan pengelola media, dan di sisi lain menggambarkan
bagaimana nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat tempat media eksis
menyebar dan diserap oleh para pengelola media.”’

Menurut van Dijk, wacana mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi
sosial, dan konteks sosial.’® Berdasarkan gagasan pokok inilah, van Dijk
merumuskan kerangka analisis wacana yang bisa dipraktikkan untuk menganalisis
sebuah teks media. Kerangka tersebut terdiri atas tiga tahap.

Pertama, analisis yang digunakan untuk meneliti struktur teks. Dalam

struktur ini, van Dijk menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk

**Di antaranya model analisis wacana Roger Fowler, dkk. (1979), Theo van Leewen (1986),
Sara Mills (1992), Norman Faircluogh (1998), dan Teun A. van Dijk (1998). Lihat Alex Sobur,
Analisis Teks, him. 73 dan Eriyanto, Analisis, him. 133-334.

%5 Alex Sobur, Analisis Teks, him. 73.
**Eriyanto, Analisis, him. 221.
*7Ibid., him. 222.

% Ibid., him. 224.
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menggambarkan atau mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu.
Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau
memarjinalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. Metode yang
biasa dipakai dalam struktur.ini. adalah metode kebahasaan, critical linguistic. ‘
Dengan metode analisis ini, akan diteliti bagaimana Al-Qur'an dan Tafsirnya
karya Tim Departemen Agama RI menggunakan simbol-simbol bahasa dalam
mendefinisikan prinsip-priﬁsip demol-crasi melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang
ditafsirkan. Penelitian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Tim
Departemen Agama RI ini dilakukan dengan cara deskriptif-analitis terhadap ayat-
ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip demokrasi.
Kedua, analisis pada struktur kognisi sosial, berusaha menganalisis
bagaimana kognisi atau pola pikir pengelola media dalam memahami dan
mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Metode yang
digunakan adalah metode wawancara mendalam dengan para pengelola media.
Dalam penelitian ini, akan diteliti para aktor intelektual di balik penulisan Al-
Qur'an dan Tafsirmya; setting historisnya, psikologinya, maupun paradigma
berpikirnya (mode of thought), dengan cara penelusuran historis terhadap sejarah
hidup para aktor intelektual di balik penulisan tafsir ini. Analisis pada tahap ini
juga akan diperkaya dengan teori Michel Foucault tentang relasi antara
pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dimensi
kekuasaan dalam proses produksi makna ketika Tim Departemen Agama RI

menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.
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Ketiga, analisis sosial (societal analysis), berusaha menganalisis bagaimana
wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi
seseorang atau peristiwa digambarkan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka .
dan penelusuran sejarah. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana paradigma
berpikir dan wacana yang berkembang di masyarakat ketika Al-Qur'an dan
Tafsirnya muncul, dengan menelusuri pcriétiwa sejarah di mana tafsir ini
: muncul.”® Titik tekan analisis pada tahap ini adalah méﬁela’ah arah dan gerak tafsir
Al-Qur'an dan Tafsirnya ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip
demokrasi. Dalam hal ini, analisis akan diperkaya dengan teori Islah Gusmian
tentang arah dan gerak tafsir di tengah rezim Orde Baru.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutis. Asumsinya, bahwa
teks apa pun lahir dengan sejumlah pra-anggapan (prejudice) dan latar belakang
yang dibawa oleh penulisnya. Oleh karena itu, setiap teks (penafsiran) perlu
dicurigai mengandung kepentingan atau ideologi di balik penafsiran teks tersebut.
Secara praktis, pendekatan hermeneutis tidak hanya memandang teks dan
berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Pendekatan ini juga berusaha
menggali makna teks dengan mempertimbangkan horison-horison yang
melingkupi teks tesebut. Horison-horison ini mencakup horison teks, horison
pengarang, dan horison pembaca. Dengan demikian, pendekatan ini tidak sekadar
melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarang dan muatan apa yang

ikut masuk ke dalam teks tersebut, tetapi juga berusaha melahirkan kembali

Ibid , hlm. 274-275.
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makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dipahami.
Intinya, pendekatan hermeneutis memerhatikan tiga hal sebagai komponen pokok,

yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.*®

F. Kerangka Teori
1. Demokrasi dan Prinsip-prinsipnya

Secara baha_sa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), yang berarti kekuasaan oleh rakyat atau
pemerintahan rakyat.®! Sementara itu, menurut Afan Ghafar, istilah demokrasi
berasal dari kata demokratia yang mulai diperkenalkan pada masa klasik di
Yunani Kuno. Istilah ini identik dengan intitusi pengambil keputusan yang
bersifat kolektif, yang terdiri atas para demos atau rakyat yang ada dalam polis.62

Adapun menurut istilah atau terminologi, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan, di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, langsung
ataupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan
secara bebas dari rakyat dewasa,®® atau suatu pemerintahan mayoritas yang
menerapkan sistem perwakilan, yang mengakui hak-hak individu dan mayoritas,

yang terkait dengan hukum dan yang mengakui konsep checks and balances.®*

$0Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi
(Yogyakarta: Qalam, 2003), him. 11-12.

'Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, him. 71.

2 A fan Ghafar, “Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas”, dalam Bernard
Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi, him. 117.

$3Sidney Hook, “Democracy”, dalam Encyclopaedia Americana, Volume 8 (Danbury dan
Connecticut: Grolier Incoporated, 1984), him. 683.

$4gukron Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2002), him. 32.
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Selanjutnya, dalam pandangan Abdul Mustagim, demokrasi memiliki dua
ranah, yaitu ranah realitas-pragmatis (formal procedural) dan ranah idealis-
filosofis (material substansial).®’ Mengenai nilai-nilai normatif demokrasi atau
demékraéi dalam ranah idealis-ﬁl.osoﬁs,'ﬁurcholish Madjid menegaskan bahwa
tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mendorong berlangsungnya
proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai madania dalam
kchidﬁpan sehari-hari.*® Dengan kata lain, nilai-nilai normatif demokrasi
merupakan perwujudan dari nilai-nilai madania, yang terdiri atas kesadaran akan
kemajemukan atau pluralisme, menjunjung tinggi prinsip musyawarah,
menentang monolitisme dan absolutisme, menjunjung tinggi akhlak mulia,
permufakatan yang jujur dan sehat sebagai implikasi dari musyawarah yang jujur
dan sehat, perwujudan kesejahteraan masyarakat, pengakuan akan kebebasan
nurani serta persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, di samping
pentingnya pendidikan demokrasi dan upaya terus-menerus (frial and error)
dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.®’

Sementara itu, Muhammad Abed al-Jabiri berpendapat bahwa walaupun
demokrasi memiliki akar historis yang berbeda dengan Islam, tetapi di sisi lain

memiliki esensi yang paralel dengan konsep-konsep yang dapat dikembangkan

*Masykuri Abdillah, Demokrasi, hlm. 74-75.

®Nilai-nilai madania adalah nilai-nilai normatif yang menopang berdirinya masyarakat
madani atau masyarakat yang berperadaban (ber-madaniyah), yaitu masyarakat yang tunduk dan
patuh (dana yadinu) kepada ajaran kepatuhan (dfn), yang dinyatakan secara tegas dalam hukum
dan peraturan. Lihat Nurcholish Madjid, “Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi”, him.
281 dan 293.

Ibid., him. 293-297.
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dari tradisi Islam.®® Di antara nilai-nilai dalam tradisi Islam yang memiliki
kesamaan esensi dengan demokrasi adalah kebebasan, musyawarah, persamaan,
dan keadilan.”

| Dari dua pan&angan int'elektual Muslim ini, yakni Nurcholish Madjid dan
Muhammad Abed al-Jabiri, pengertian demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas
ﬁemiliki sandaran normatif di dalam Islam, di antaranya prinsip keadilan (a/-
‘adalah), persamaan (al-musawah), kebebasan (al-hurriyyah), musyawarah (al-
syura), dan pertanggungjawaban (a/-mas’uliyyah).”” Dalam unsur-unsur inilah
Islam memiliki persamaan dengan konsepsi demokrasi ala Barat. Dengan kata
lain, unsur-unsur ini merupakan landasan normatif-etis yang memiliki kesamaan
dan nantinya menjadi kerangka bagi pelaksanaan demokrasi di dunia Islam.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip demokrasi tersebut memiliki sandaran normatif
dalam Al-Qur'an, yaitu keadilan (a/-‘adalah), Q.S. al-Nisa’ [4]: 58 dan 135, Q.S.
al-Ma’idah [5]: 8; persamaan (a/-musawah), Q.S. al-Hujurat [49]: 13;
kemerdekaan (al-hurriyyah), Q.S. al-Bagarah [2]: 256, Q.S. al-Taubah [9]: 105,
Q.S. Yunus [10]: 99; musyawarah (a/-syurd), Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, Q.S. al-

Syura [42]: 38; dan pertanggungjawaban (a/-mas’uliyyah), Q.S. al-Isra’ [17]: 34,

**Mujiburrahman, “Pengantar Penerjemah: Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun”,
dalam Muhammad Abed al-Jabiri, Sywra: Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas, terj.
Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. viii.

% Ibid., him. 139-200.
TOIbl'd., hlm. 214; Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi, him. 80-103.
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Q.S. al-Ahzab [33]: 15.7" Dari sisi inilah lantas sebagian intelektual Muslim
memandang bahwa demokrasi kompatibel dan tidak bertentangan dengan Islam.
2. Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Pcrspektlif Michel Foucault

Kemunculan sebuah karya tafsir tidak E;isa dilepaskan dari setting historis
yang melatarbelakanéinya. Proposisi ini sesuai dengan pendapat Michel Foucault
yang menyatakan ‘bahwa dimensi sejarah dan filsafat (baca: kekuasaan dan
pengetahuan) bersinggungan dan saling berinteraksi. Dalam ];andangan Foucault,
kekuasaan tidak hanya hadir di depan kita sebagai sebuah kekuatan. Kekuasaan
juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, dan
bahkan membentuk pengetahuan serta memproduksi wacana. Akhirnya,
kekuasaan perlu disadari sebagai sebuah jaringan produktif yang bekerja di
seluruh lembaga sosial, termasuk lembaga pengetahuan, lebih daripada sekadar
sebuah instansi yang berfungsi rf:prn'ssif.72 Foucault menyimpulkan bahwa
kebenaran (baca: pengetahuan) berhubungan dengan berbagai sistem kekuasaan
yang memproduksi dan menopangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang
menginduksi dan meluaskannya, yang akhimya membentuk sebuah rezim
kebenaran (baca: rezim pengetahuan).”

Dalam melihat sebuah karya tafsir, perspektif pengetahuan dan kekuasaan

yang ditawarkan Foucault bisa menjadi kerangka analisis. Artinya, kemunculan

" Anas Urbaningrum, Islamo-Demokrasi, him. 80-103; Abdul Mustagim, "Mendialogkan
Islam dan Demokrasi”, him. 203-210; Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), Ahkamul
Fugoha, him. 641.

Z\Michel Foucault, Wacana Kuasa/Pengetahuan, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta: Bentang,
2002), him. 148.

B Ibid., hlm. 164.
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sebuah karya tafsir tidak bisa dilepaskan dari jejaring kekuasaan sebagai salah
satu bagian yang melatarbelakanginya.
3. Arah dan Gerak Tafsir Era Orde Baru dalam Perspektif Islah Gusmian

Dari segi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan seperti yang
digmnbarkan oleh Michel Foucault di atas, kiranya sangat menarik melihat tcl@
Islah Gusr-nian atas beberapa karya tafsir produk intelektual Muslim Indonesia
pcric;de 1990-an dalam hubungannya dengan pemei'intah Orde Baru saat itu. |
Secara umum, Islah Gusmian menegaskan bahwa tidak semua karya tafsir pada
periode kekuasaan Orde Baru yang terkenal kuat dan otoriter ini mempunyai
sensitivitas dan semangat perlawanan terhadap penguasa. Ada juga karya tafsir
yang diam sama sekali, bahkan memuji penguasa Orde Baru.”

Selanjutnya, Islah Gusmian memetakan beberapa karya tafsir yang muncul
pada era pemerintahan Orde Baru ke dalam tiga arah dan gerakan, yaitu yang
melawan dan mengkritik pemerintah, yang bungkam, dan yang memuji. Arah dan
gerakan tafsir yang beragam ini disebabkan oleh sikap yang berbeda-beda dalam
menempatkan dan mendefinisikan pemerintah Orde Baru dalam wacana sebuah
tafsir.” Dari beberapa karya tafsir yang menjadi fokus kajian Islah Gusmian,
disimpulkan bahwa karya tafsir yang mengkritik dan melawan pemerintah Orde
Baru adalah Memasuki Makna Cinta karya Abdurrasyid Ridha dan Dalam Cahaya
Al-Qur'an karya Syu’bah Asa; karya tafsir yang bungkam adalah Wawasan Al-

Qur'an karya M. Quraish Shihab dan Ensiklopedi Al-Qur'an karya M. Dawan

Islah Gusmian, Khazanah Tafsir, him. 317.
Ibid.
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Rahardjo; karya tafsir yang memuji adalah Hidangan llahi karya M. Quraish

Shihab.”®

" G. Sistematika Pembs;hasan

Supaya penelitian yz.mg dilakukan runtut dan sistematis, maka akan disajikan
dalam sistematika sebagai berikut_.

Bab Pertama, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, -
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan
rancang bangun dari keseluruhan penelitian yang menjadi pijakan dan pedoman
penelitian.

Bab Kedua, berisi gambaran tentang sejarah demokrasi dan latar belakang
Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI. Gambaran ini akan
berguna untuk melihat evolusi konsep demokrasi dan untuk memotret sisi sejarah
Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI.

Bab Ketiga, menjelaskan beberapa aspek dari Al-Qur'an dan Tafsirnya karya
Tim Departemen Agama R, yaitu aktor intelektual di balik penulisan tafsir,
metodologi penafsiran, dan contoh penafsiran. Penjelasan ini sangat penting
sebagai pedoman untuk melihat penafsiran ayat-ayat tentang prinsip-prinsip
demokrasi dalam AIl-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama RI
selanjutnya.

Bab Keempat, merupakan analisis atas penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya

karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip

1bid., him. 318-331.
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demqkrasi. Dengan menggunakan model analisis wacana, akan dilacak arah dan
gerak tafsir serta konstruk wacana yang dibangun oleh Tim Departemen Agama
RI dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Bab Kelima, penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjav;rab'
rumusan masalah seperti dijelaskan dalam bab pendahuluan dan saran-saran

konstruktif yang diperlukan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya dan seirama dengan rumusan

masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni penelusuran prinsip-prinsip

demokrasi dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya karya Tim Departemen Agama R,

kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut.

1.

Inti penafsiran Al-Qur'an dan Ti afsirnya karya Tim Departemen Agama RI
terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai
berikut. Pertama, Tafsir Depag mengartikan prinsip keadilan (al-‘adalah)
sebagai melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, serta memberikan
persaksian dengan jujur, semata-mata mengharap rida Allah, tidak
memutarbalikkan fakta, tidak pandang bulu, dan sebagainya. Kedua,
tentang makna prinsip ~ persamaan (al-musawabh), Tafsir Depag
mengungkapkan bahwa pada hakikatnya kedudukan semua manusia
adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka, walaupun mereka
dibedakan oleh beragam suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan
sebagainya. Keriga, Tafsir Depag mengartikan prinsip kebebasan (al-
hurriyyah) ke dalam tiga makna, yaitu kebebasan bagi semua orang untuk
memeluk suatu agama sesuai dengan yang dikehendakinya, kebebasan
yang diberikan Allah kepada manusia untuk beramal saleh dan berkarya
dalam rangka memakmurkan bumi, serta kebebasan yang diberikan Allah

kepada hamba-Nya untuk berbuat sekehendak hatinya. Keempat, Tafsir

139
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Depag mengartikan prinsip musyawarah (al-syura), ke dalam dua kondis_i.
(1) Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya bermusyawarah dalam
segala urusan. Dan dalam melaksanakan keputusan musyawarah,
bertawakallah kepada Allah. (2) Allah menganjurkan umat Islam supaya
bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Sebab, dengan
bermusyawarah, Allah akan menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Kelima,
Tafsir Depag mengartikan prinsip pertanggungjawaban (a/-mas ‘uliyyah)
ke dalam dua makna, yaitu pertanggungjawaban dalam hal pemeliharaan
harta anak yatim dan pertanggungjawaban dalam hal komitmen terhadap
janji yang telah diucapkan. Dalam menafsirkan beberapa ayat tentang
prinsip-prinsip demokrasi, Tafsir Depag hanya menggambarkan prinsip-
prinsip tersebut secara umum. Tafsir Depag tidak pernah membahas
prinsip-prinsip  tersebut  secara mendetail, terutama bagaimana
kontekstualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.

. Di balik penyusunan Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Tim Departemen
Agama RI ada relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Al-Qur'an dan
Tafsirnya sebagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh sebuah tim di
bawah naungan Departemen Agama RI memiliki hubungan dengan pihak
penguasa, yakni pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto
sebagai penggagas disusunnya Al-Qur'an dan Tafsirnya. Relasi ini
meniscayakan adanya pengaruh ataupun intervensi sehingga menghasilkan

produk pengetahuan yang merepresentasikan rezim kebenaran. Pada
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akhirnya, rezim kebenaran ini akan menghegemoni masyarakat yang
membaca tafsir tersebut. Pengaruh kekuasaan dalam Al-Qur'an dan
Tafsirnya tampak pada gaya tafsir tersebut yang text oriented. Ketika
menafsirkan Al-Qur'an, Tafsir Depag kurang mengakomodasi konteks ke-
Indonesia-an tempat tafsir ini muncul sehingga Tafsir Depag terkesan me-
“langit”. Tafsir Depag tidak berusaha melakukan pem-“bumi”-an atau
kontekstualisasi makna ayat tersebut dengan situasi dan kondisi tempat
Tafsir Depag muncul, yakni Indonesia.

3. Al-Qur'an dan Tafsirmya karya Tim Departemen Agama RI adalah karya
tafsir yang bersikap diam di tengah penindasan wacana terselubung yang
dilakukan oleh penguasa ketika tafsir ini muncul. Arah dan gerak Tafsir
Depag ini tidak berada dalam jalur kritisisme sehingga fungsi petunjuk Al-

Qur'an tidak terakomodasi.

B. Saran-saran

Setelah menelaah dan membahas Al-Qur’'an dan Tafsirnya karya Tim
Departemen Agama RI, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran
sebagai kelanjutan dari kajian penulis atas hal-hal tersebut di atas.

1. Hubungan antara wacana demokrasi dan Islam masih menyiratkan
bayangan abu-abu penuh misteri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
wacana demokrasi, lebih-lebih jika dilihat dari perspektif Islam, masih
cukup menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian terhadap wacana

yang berembus dari Barat ini masih tetap dibutuhkan. Terlebih jika kajian
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terhadap wacana ini dilakukan dari sudut pandang yang berbeda dan dari
perspektif yang lebih luas.

. Kajian terhadap Al-Qur’an dan Tafsirnya yang merupakan karya kolektif
putra terbaik bangsa Indonesia ini masih banyak menyisakan sisi menarik.
Kemenarikan kajian tersebut tidak terbatas pada aspek kebahasaan ataupun
penafsiran saja. Pada aspek wacana yang dikandung tafsir ini ataupun pada
aspek hubungannya dengan kekuasaan—yang merupakan pihak penggagas
ide penyusununan tafsir ini—juga masih menyisakan banyak pertanyaan
yang perlu segera dicari jawabannya.

. Sifat AI-Qur’an dan Tafsirnya yang terbuka dan selalu menerima ide-ide
segar bagi pengembangan menyiratkan terbukanya peluang untuk
penelitian-penelitian lanjutan. Pada akhirnya, penelitian-penelitian tersebut
akan berguna sebagai pemantik ataupun amunisi bagi pengembangan dan

penyempurnaan A/-Qur ‘an dan Tafsirnya berikutnya.
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